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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 
disusun untuk menginformasikan tentang tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, 
target dan realisasi kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2025. Laporan ini 
memuat hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dibandingkan 
dengan penetapan kinerja, serta secara umum menginformasikan alokasi anggaran yang 
telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta 
realisasinya. 

Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama beserta target dalam Rencana 
Kerja Tahun 2025, sebagai berikut : 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target  

1 
Meningkatnya Pembangunan 
Infrastruktur  

Meningkatnya 
cakupan layanan 
infrastruktur  

Persentase Luas Daerah Irigasi 
dalam Kondisi Baik  

90,00 % 

Persentase Jaringan Jalan dalam 
Kondisi Baik  

51,16 % 

Meningkatnya 
Cakupan Layanan 
Infrastruktur 
Dasar  

Persentase Rumah Tangga yang 
Menggunakan Air Minum  

92,04 % 

Persentase Rumah Tangga yang 
memiliki Akses Sanitasi 

95,54 % 

2 

Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaan Sumber daya 
alam yang Berkualitas 

Meningkatnya 
Kualitas Penataan 
Ruang 

Persentase Ketaatan terhadap 
Peraturan Tata Ruang 
(RTRW/RDTR) 

  100,00 
%  

3 
Meningkatnya Reformasi 
Birokrasi Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 

Nilai Evaluasi AKIP Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

BB 
(71,91) 

 
Hasil pengukuran atas realisasi indikator kinerja sasaran strategis dengan sebagai 

berikut : 
 

1) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Luas Daerah Irigasi dalam 
Kondisi Baik sebesar 90,18% dari target sebesar 90,00%, dengan tingkat capaian kinerja 
sebesar 100,20%; 
 

2) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi 
Baik sebesar 62,76% dari target sebesar 51,16%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 
122,67%;  
 

3) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Rumah Tangga yang 
Menggunakan Air Minum sebesar 92,37% dari target sebesar 92,04%, dengan tingkat 
capaian kinerja sebesar 100,36%; 
 

4) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Rumah Tangga yang memiliki 
Akses Sanitasi sebesar 95,57% dari target sebesar 95,54%, dengan tingkat capaian 
kinerja sebesar 100,03%; 
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5) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Ketaatan terhadap Peraturan 

Tata Ruang (RTRW/RDTR) sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, dengan 
tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%; 
 

6) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang berdasarkan LHE AKIP Tahun 2024 dengan predikat BB (71,83), 
sedangkan target Tahun 2025 adalah dengan predikat BB (71,91). 

 
Realisasi kinerja penyerapan anggaran seluruh program, kegiatan dan subkegiatan 

sebesar Rp. 30.463.624.104,25 dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.546.453.642,00,- atau 

sebesar 96,57%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bentuk 

akuntabilitas merupakan responsibilitas manajerial atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam organisasi yang terkontribusi dari masing-masing individu pada setiap level 

organisasi. 

Sebagai instansi pemerintah daerah maka sesuai amanat Peraturan Perundang-

undangan, Dinas PUPR Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun dan 

menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati Bangka dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka 

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 

Bupati Bangka Nomor 4A Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 

Penyusunan Laporan Kinerja memuat hal-hal penting yaitu pengukuran kinerja dan 

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan 

dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi 

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan 

antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. 

Disamping pengukuran kinerja hal penting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengumpulan data kinerja. Pengumpulan data kinerja merupakan 

salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan 

kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan 

perangkuman dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi 

pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang 

digunakan. 

Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2025 menyajikan laporan 

mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan 

dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, 
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Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2025 bertujuan untuk 

memberikan informasi kinerja dan upaya perbaikan yang berkesinambungan di 

lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bangka dalam menjalankan tugas dan perannya 

sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian 

gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan 

selama tahun anggaran 2025. 

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas 

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dalam 

melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025.  

 Tujuan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut.  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai, 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 

2019, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. 

 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka 

sebagaimana dikemukakan diatas tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut: 

1. Tugas 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemernthn di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas 

pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. 

2. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe 

A mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan serta perizinan 

pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;  
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b. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang 

bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan 

sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;  

c. penyelenggaraan tata usaha Dinas;  

d. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, 

cipta karya, pengairan, penataan ruang, penyehatan lingkungan untuk dijadikan 

sebagai bahan pembuatan laporan;  

e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang;  

f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan UPTD; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan urusan 

pekerjaan umum dan penataan ruang. 

 
3. Kewenangan 

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe 

A mempunyai kewenangan :  

a. pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada 

wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;  

b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah 

irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah;  

c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;  

d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;  

e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;  

f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan 

sungai dalam Daerah;  

g. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;  

h. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah termasuk pemberian 

Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan 

gedung. 

i. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;  

j. penyelenggaraan jalan Daerah;  

k. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;  

l. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan  

m. penyelenggaraan penataan ruang Daerah. 
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4. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Bangka 

seperti tersaji pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Bangka 
 
 

1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan 

sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi 

dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta 

melakukan pembinaan terhadap UPTD. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya; 

d. pelaksanaan pengkajian dan pelayanan perizinan dan pengembangan urusan 

pekerjaan umum dan penataan ruang; 

e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan; 

f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan 

perizinan/persetujuan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; 
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g. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina 

marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang untuk dijadikan sebagai bahan 

pembuatan laporan; 

h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan UPTD; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;  

j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

k. pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2) Sekretariat 

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Sekretariat mempunyai tugas memimpin Sekretariat,  mengoordinasikan membina 

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan 

bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan 

kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan 

dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran 

tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, 

penyelenggaran urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 

pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan; 

b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan 

administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas; 

c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas; 

d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 

oleh Pemerintah; 

e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan 

urusan kepegawaian, aset  di lingkungan Dinas; 

f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang; 

g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja 

dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas; 

h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan; 
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i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas; 

b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, 

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas; 

c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas; 

d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan advokasi hukum; 

e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan 

barang/jasa; 

f. mengoordinasikan dan pengelolaan data dan informasi tentang pekerjaan umum 

dan penataan ruang untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan 

Dinas; 

g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan 

dan keprotokolan 

i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta 

barang milik Daerah (BMD); 

j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai; 

k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, 

pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya; 

l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan 

pengaduan pelayanan Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP); 
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o. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

kesekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan  

p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 

Sekretariat membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi 

dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan 

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, 

pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha. 

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan 

uraian tugas terdiri atas: 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian;  

b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan 

perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; 

c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian Jabatan Pimpinan 

Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana) 

dan Jabatan Fungsional yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen 

dan lain-lain; 

d. menyiapkan bahan terkait pelaksanaan perjalanan dinas dan keprotokolan; 

e. melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai 

beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; 

f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber 

daya manusia; 

g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan 

kantor dan lingkungan kantor; 

h. mengendalikan arsip aktif; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 

dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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2. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan 

dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan melakukan uraian tugas 

terdiri atas : 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;  

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA); 

c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; 

g. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; 

h. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, 

penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; 

i. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan 

operasional; 

j. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; 

l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
3) Bidang Bina Marga 

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, 

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan 

tugas di bidang kebinamargaan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : 
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a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Bina Marga; 

b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Bina Marga; 

c. pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di 

Bidang Bina Marga; 

e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bina marga; 

f. pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga; 

g. pemberian perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya; 

h. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam; 

i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Bina Marga; 

j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di 

Bidang Bina Marga sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; 

k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

l. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Ahli Teknik Jalan dan 

Jembatan 

 
4) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi 

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan 

operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina 

pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pemberian rekomendasi/fatwa Persetujuan 

Mendirikan Bangunan, Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional, pengelolaan 

sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur 

permukiman. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi 

mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa 

Konstruksi; 

b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya dan Bina 

Jasa Konstruksi; 

c. penyusunan, penetapan perencanaan teknis, program, pembinaan dan 

bimbingan teknis   di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi; 

d. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah Dinas; 
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e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 

persampahan dan air limbah domestik; 

f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan 

pembangunan infrastruktur permukiman; 

g. pengoordinasian dan pembinaan pemberian Persetujuan Mendirikan Bangunan 

(PMB) dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya dan 

Bina Jasa Konstruksi; 

h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta Karya dan 

Bina Jasa Konstruksi; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di 

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi; 

j. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa 

Konstruksi; 

k. pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya dan Bina 

Jasa Konstruksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;  

l. penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non kecil dan kecil); 

m. penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 

tertib pemanfaatan jasa konstruksi; 

n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di 

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi; 

o. pengaturan dan penghimpunan data Bina Jasa Konstruksi yang sudah 

dilaksanakan;  

p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

q. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan 

Fungsional: Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Ahli Muda Teknik 

Penyehatan Lingkungan, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda. 

5) Bidang Sumber Daya Air 

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, 

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan 

tugas di bidang pengairan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber Daya Air. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan di Bidang Sumber Daya Air; 
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b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air, 

sungai dan pantai; 

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang irigasi dengan 

luas kurang dari 1.000 Ha; 

d. penyelenggaraan pelaksaanaan kebijakan pengelolaan sistem drainase yang 

terhubung langsung dengan sungai; 

e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dengan luas kurang 

dari 1000 Ha; 

f. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

sumber daya air; 

g. pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksaanaan tugas pokok daan fungsi di 

bidang sumber daya air; 

h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi di bidang sumber daya air; 

i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya air yang diserahkan oleh Kepala 

Dinas. 

Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional : Teknik 

Pengairan Ahli Muda 

6) Bidang Tata Ruang 

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, 

mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta 

membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang; 

b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang; 

c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan 

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 

d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di 

Bidang Tata Ruang; 

e. pengoordinasian penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata ruang 

beserta rencana rincinya melalui peta analog dan  sistem informasi dan 

komunikasi; 

f. pengoordinasian penerbitan perizinan pemanfaatan ruang; 
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g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Tata Ruang; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di 

Bidang Tata Ruang; 

i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Tata Ruang; 

j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di 

Bidang Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; 

k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Penata Ruang Ahli 

Muda 

 

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah 

UPTD Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau 

beberapa kecamatan. 

UPTD Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu. 

UPTD Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan 

koordinasi dengan camat.  

UPTD Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang 

dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

8) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja sebagai individu dan/atau dalam tim 

kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja 

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Tim yang berasal dari pejabat 

fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan 

kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan dibantu 

oleh anggota tim. 

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai 

dengan bidang tugasnya.  
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan 

fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dalam suatu Tim Kerja dilakukan dengen 

memperhatikan:  

a.  dapat dilakukan secara individu atau dalam tim; 

b.  bersifat fleksibel dan dapat dilakukan pertukaran sesuai kebutuhan; 

c.  mempertimbangkan kompetensi, keahian dan/atau keterampilan; 

d.  mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi; dan 

e.  mengutamakan kinerja organisasi 

Penugasan Pejabat Fungsional dan Tim Kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih 

jenis Jabatan Fungsional. 

Penunjukan keanggotaan Tim Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

 

5. Sumber Daya Dinas PUPR Kabupaten Bangka  

a. Sumber Daya Manusia 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 136 pegawai, dengan rincian  

PNS 51 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 7 Orang, CPNS 

12 Orang dan Tenaga Honorer 66 orang, dengan uraian di bawah ini.  

Tabel. 1.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025 

 
No. Status Kepegawaian Jumlah  Laki-Laki Perempuan 

1 PNS 51 30 21 
2 PPPK 7 5 2 
3 CPNS 12 10 2 
4 Tenaga Kontrak 66 49 17 

Jumlah 136 94 42 

 
 

Tabel. 1.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025 

 
No. Jabatan  Jumlah   Laki-Laki Perempuan 

1 Kepala Dinas 1 1 -  
2 Sekretaris 1 1 - 
3 Kepala Bidang 4 4 - 
4 Kepala Subbagian 4 3 1 
5 Jabatan Fungsional Tertentu 30 17 13 
6 Jabatan Fungsional Umum 30 19 11 
7 Non Jabatan/Tenaga Kontrak 66 49 17 

Jumlah 136 94 42 
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Tabel. 1.3 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025 

 
No. Pangkat/Golongan Jumlah Laki-Laki Perempuan 

1 Pembina Utama Muda / IVC - - - 
2 Pembina Tk.I / IVB 2 2 - 
3 Pembina / IVA 4 4 - 
4 Penata Tk. I / IIID 15 6 9 
5 Penata / IIIC 6 4 2 
6 Penata Muda Tk.I / IIIB 11 5 6 
7 Penata Muda / IIIA 13 8 5 
8 Pengatur Tk.I / IID 5 4 1 
9 Pengatur / IIC 6 6 - 

10 Pengatur Muda Tk.I / IIB 1 1 - 
11 Pengatur Muda / IIA - - - 
12 PPPK / IX 7 5 2 
13 Non Pangkat/ Tenaga Kontrak 66 49 17 

Jumlah 136 94 42 

 
Tabel. 1.4 

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 
 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah   Laki-Laki Perempuan 
1 Strata 2 5 5 - 
2 Strata 1 / Diploma IV 44 23 21 
3 Diploma III 13 11 2 
4 SMA 2 - 2 
5 SMK 5 5 - 
6 SLTP 1 1 - 
7 SD - - - 

Jumlah 70 45 25 

 
Tabel. 1.5 

Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 
 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah   Laki-Laki Perempuan 
1 Strata 2 1 - 1 
2 Strata 1 / Diploma IV 31 21 10 
3 Diploma III 1 - 1 
4 SMA 19 17 2 
5 SMK 10 7 3 
6 SLTP 3 3 - 
7 SD 1 1 - 

Jumlah 66 49 17 

 

b. Sarana Penunjang 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas 

perlengkapan lainnya, seperti di bawah ini : 
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Tabel 1.6 
Data Sarana Prasarana Dinas PUPR Kabupaten Tahun 2025 

 

No. 
Urut 

NAMA BARANG 
JUMLAH 
BARANG 

JUMLAH HARGA (Rp) 

1 2 3 4 

        

1 T A N A H 475  Unit  Rp    108.482.928.450,00  

2 PERALATAN DAN MESIN 1063  Unit  Rp      11.618.100.062,22  

  Alat Besar 18  Unit  Rp          5.380.390.033,69  

  Alat Angkutan 35  Unit  Rp          3.277.141.150,00  

  Alat Bengkel dan Alat Ukur 13  Unit  Rp               91.190.300,00  

  Alat Pertanian 14  Unit  Rp                 2.339.300,00  

  Alat Kantor dan Rumah Tangga 639  Unit  Rp          1.122.990.607,93  

  Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 9  Unit  Rp               63.914.000,00  

  Alat Kedokteran dan Kesehatan 2  Unit  Rp                 1.973.000,00  

  Alat Laboratorium 138  Unit  Rp             664.962.370,60  

  Alat Persenjataan 11  Unit  Rp                 1.083.100,00  

  Komputer 58  Unit  Rp             814.913.600,00  

  Rambu-Rambu 126  Unit  Rp             197.202.600,00  

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 65  Unit  Rp      13.712.052.727,72  

  Bangunan Gedung 33  Unit  Rp        10.148.711.208,56  

  Monumen 5  Unit  Rp          1.380.061.500,00  

  Tugu Titik Kontrol/Pasti 27  Unit  Rp          2.183.280.019,16  

4 JALAN IRIGASI DAN JARINGAN 2333  Unit  Rp 1.881.208.036.977,63  

  Jalan dan Jembatan 1050  Unit  Rp   1.491.718.627.180,04  

  Bangunan Air 1087  Unit  Rp      221.141.057.803,82  

  Instalasi 108  Unit  Rp        74.876.189.741,11  

  Jaringan 88  Unit  Rp        93.472.162.252,66  

5 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0  Unit  Rp                                   -    

6 ASET LAIN-LAIN 217  Unit  Rp      15.495.633.292,20  

TOTAL 4153  Unit  Rp 2.030.516.751.509,77  

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut : 

1) Tanah 

Kelompok tanah sebagai sarana penunjang terdiri atas Tanah Kantor Dinas 

PUPR Kab. Bangka di Sungailiat, Tanah Rumah Dinas Golongan II Dinas 

Pekerjaan Umum di Sungailiat, Tanah Bangunan Rumah Dinas Pekerjaan 

Umum lokasi di Belinyu, Tanah Bengkel Workshop dan Laboratorium Dians 

PUPR Kab Bangka di Sungailiat, dan Tanah Mess Komplek Perumahan Dinas 

di Sungailiat, dengan nilai Rp. 108.482.928.450,00 

Status tanah yang menjadi inventaris Dinas PU Kabupaten Bangka tersebut 

berstatus milik Pemda Bangka dengan Tahun perolehan antara 1980 – 2002. 

2) Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin Dinas PUPR Kab Bangka terdiri dari Alat Besar, Alat 

Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah 

Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan 

Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, dan Rambu-

rambu.  Dengan total nilai sebesar Rp. 11.618.100.062,22 
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3) Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Bangka memiliki nilai sebesar 

Rp. 13.712.052.727,00 yang terdiri dari Bangunan Gedung, Monumen, dan Tugu 

Titik Kontrol/Pasti.  

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas PUPR Kabupaten Bangka terdiri dari Jalan dan 

Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp. 

1.881.208.036.977,63  

5) Aset Lain-Lain 

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak diketahui keberadaannya dan Rusak 

Berat dengan nilai Rp. 15.495.633,292,20 

 

C. Isu-Isu Strategis Dinas PUPR Kabupaten Bangka 

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bangka, antara lain: 

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrasturktur jalan dan jembatan  

2) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrasturktur jaringan irigasi 

3) Peningkatan akses dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar air bersih. 

4) Peningkatan akses dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi. 

5) Peningkatan ketaatan terhadap RTRW. 

6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 

1. Tujuan Strategis 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan 

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 

daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD 

selama lima tahun. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan 

ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih 

kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. 

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah 

yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.  

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bangka adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh 

Pemerintah Daerah, yaitu :  

1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur  
2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang Berkualitas 
3) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.   

 
2. Sasaran Strategis 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara 

kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain :  

1) Meningkatnya Cakupan Layanan Infrasturktur 
2) Meningkatnya Cakupan Layanan Infrasturktur Dasar  
3) Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang  
4) Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

 
Indikator Sasaran Strategis : 

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur  
Indikator Sasaran : 1) Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan 2) 
Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 

2. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrasturktur Dasar 
Indikator Sasaran : 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum 
dan 2) Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi, 

3. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang 
Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang 
(RTRW/RDTR) 
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4. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang  

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Bangka Tahun 2024-2026, disajikan pada Tabel 2.1 

 

Tabel. 2.1 
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja  

Dinas PUPR Kabupaten Bangka pada Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 

Target Kinerja/Sasaran 
Tahun Ke (%) 

2024 2025 2026 

1 
Meningkatnya 
Pembangunan 
Infrastruktur   

Meningkatnya 
Cakupan Layanan 
Infrastruktur  

Persentase Luas Daerah  
Irigasi dalam Kondisi 
Baik 

89,00  90,00  91,00  

Persentase Jaringan 
Jalan dalam Kondisi Baik  

63,00  66,00 69,00  

Meningkatnya 
Cakupan Layanan 
Infrastruktur Dasar  

Persentase Rumah 
Tangga yang 
Menggunakan Air 
Minum 

91,80 92,20  92,60  

Persentase Rumah 
Tangga yang memiliki 
Akses Sanitasi 

96,60  96,90  97,20  

2 

Meningkaktan Kualitas 
Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaan Sumber 
daya alam yang 
Berkualitas 

Meningkatnya Kualitas 
Penataan Ruang 

Ketaatan terhadap 
Peraturan Tata Ruang 
(RTRW/RDTR)  

100,00  100  98,00   

3 
Meningkatkan 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Nilai Evaluasi AKIP 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

BB 
(79,50) 

BB 
(79,60) 

BB 
(79,70) 

 

3. Strategi dan Kebijakan  

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan 

sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dicapai. Adapun kebijakan 

merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar 

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

Strategi akan menghasilkan program, sedangkan kebijakan akan menghasilkan 

kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

sebagai berikut : 
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Tabel. 2.2 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026 

  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
Pembangunan 
Infrastruktur  

1. Meningkatnya 
Cakupan Layanan 
Infrastruktur  

1. Peningkatan Pelayanan 
Infrastruktur Jaringan 
Jalan dan Jembatan  

2. Peningkatan Pelayanan 
Infrastruktur Irigasi 

1. Penguatan Perencanaan 
Terpadu untuk Pengelolaan 
Jalan dan Jembatan 

2. Penguatan Pemeliharaan Rutin 
dan Pembangunan 
Infrastruktur 

2. Meningkatnya 
Cakupan Layanan 
Infrastruktur Dasar  

  

1. Peningkatan Pelayanan 
Infrastruktur Air Bersih 

2. Peningkatan Pelayanan 
Infrastruktur pelayanan 
dasar sanitasi. 

1. Penguatan Perencanaan dan 
Pemetaan Potensi Air Baku 

2. Penguatan Optimalisasi 
Kapasitas Penggunaan SPAM  

3. Penguatan Air Limbah dan 
Sanitasi Bagi Masyarakat 

Meningkatnya 
Kualitas Lingkungan 
Hidup dan 
Pengelolaan Sumber 
daya alam yang 
Berkualitas 

Meningkatnya 
Kualitas Penataan 
Ruang 
  

Peningkatan Kualitas 
Perencanaan Pemanfaatan 
dan Pengendalian Tata 
Ruang  

1. Penguatan Monitoring dan 
Evaluasi Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang 

2. Penyusunan Legal Drafting 
Perda Tata Ruang 

Meningkatnya 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Birokrasi Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

1. Peningkatan Kualitas 
SAKIP 

2. Peningkatan Layanan 
Sekretariat 

1. Penguatan Kualitas Sakip  
2. Penguatan Kualitas dan 

Pelayanan Sekretariat  

 

4. Penetapan Program Kerja 

Program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air   

2) Program Penyelenggaraan Jalan 

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

5) Program Penantaan Bangunan Gedung 

6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

8) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 

B. Rencana Kinerja Tahun 2025 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2024-2026, disusun 

suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini 

merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan 

yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada 

tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi 

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. 

Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dilihat pada 

Tabel 2.3 sebagai berikut : 
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Tabel 2.3. 

Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2025 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sat 
Target 
Renstra 

Target 
Renja 
Perubahan 

1 
Meningkatnya 
Pembangunan 
Infrastruktur  

Meningkatnya 
Cakupan 
Layanan 
Infrastruktur  

Persentase Luas Daerah  
Irigasi dalam Kondisi 
Baik 

% 90,00  90,00  

Persentase Jaringan 
Jalan Dalam Kondisi 
Baik 

% 66,00  51,16  

Meningkatnya 
Cakupan 
layanan 
Infrastruktur 
Dasar   

Persentase Rumah 
tangga yang 
Menggunakan Air 
Minum 

% 92,20  92,04  

Persentase Rumah 
Tangga yang memiliki 
Akses Sanitasi 

% 96,90 95,54 

2 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 
dan Pengelolaan 
Sumber daya alam 
yang Berkualitas 

Meningkatnya 
Kualitas 
Penataan 
Ruang 

Persentase Ketaatan 
terhadap Peraturan 
Tata Ruang 
(RTRW/RDTR)  

%   100,00    100,00  

3 

Meningkatnya 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Nilai Evaluasi AKIP 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

Predikat/ 
Nilai 

BB 
(79,60) 

BB 
(71,91) 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang 

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup 

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;  
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4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2025. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 

1.  Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini 

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya 

digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan 

program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja 

berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing 

kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir isian LAKIN. Penetapan 

indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (inputs), proses (process), 

keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing masing 

indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. 

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pengukuran kinerja kegiatan 

maupun Pengukuran Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi 

dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, 

maka digunakan rumus : 

 

% Capaian =    
Realisasi

Target
  x 100% 

 
Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, 

dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan 

penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2025, dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 

2025. Berikut rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 : 

a. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik 

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik adalah Luas Daerah Irigasi 

Kabupaten dalam Kondisi Baik terhadap Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab. 

Bangka. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase irigasi dalam 

kondisi baik sebagai berikut :  

 

Luas Daerah Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha) 
 

Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab. Bangka (Ha)
 x 100% 
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Luas Daerah irigasi Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi baik 

seluas 667,335 Ha sedangkan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab. Bangka adalah 

seluas 740 Ha = (1.286 Ha – 546 Ha) dengan perhitungan  berdasarkan PermenPUPR 

14/PRT/M/2015 seluas 1.286Ha dikurangi dengan luas Daerah Irigasi yang 

diserahterimakan kewenangannya ke provinsi sesuai Berita Acara Serah Terima No. 

BA/028/668.1/BPPKAD-IV/2023 seluas 546,00 Ha, sehingga Persentase luas Daerah 

Irigasi  dalam kondisi baik, yaitu :  

 

667,335 Ha

740 Ha
  x 100% = 90,18% 

 

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dari target yang direncanakan 

pada tahun 2025 sebesar 90,00% terealisasi sebesar 90,18% sehingga tingkat 

capaian kinerja sebesar 100,20%.  Data Luas irigasi dalam kondisi baik terlampir 

pada lampiran 1. 

 
b. Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian ndicator persentase jaringan 

jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut : 

 
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (km)

Total Panjang Jalan Kabupaten (km)
 x 100% 

 
Berdasarkan rekapitulasi rata-rata kondisi jalan Kabupaten Bangka : 
 

No Kondisi Jumlah % 
1 Kondisi Baik 460,961 62,76 
2 Kondisi Sedang 122,102 16,62 
3 Kondisi Rusak Ringan 60,446 8,23 
4 Kondisi Rusak Berat 90,992 12,39 

 Total 734,501 100,00 

 

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja 

utama persentase Jaringan jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut: 

460,961 km

734,501 km
  x 100% = 62,76% 

 
 

Target yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar 51,16%, terealisasi 62,76 % 

sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 122,67%. Data Jalan dalam kondisi 

baik terlampir pada lampiran 2. 

 
c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum 

Perhitungan persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum yaitu 

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih terhadap Jumlah Rumah Tangga 

Keseluruhan, dirumuskan sebagai berikut:  
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Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih

Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan
 x 100% 

 

Jumlah RT yang terlayani Air Bersih dapat dihitung berdasarkan data melalui SPAM 

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah 

tangga diseluruh Kabupaten 

Pada akhir tahun 2025 jumlah masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki akses 

terhadap air minum SPAM dengan jaringan perpipaan sebanyak 34.371 KK dan SPAM 

bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 39.567 KK. Sehingga Jumlah RT yang 

terlayani air bersih adalah sebanyak 73.938 KK.  Adapun Target Jumlah RT 

Keseluruhan adalah sebanyak 80.045 KK.  

Dari data tersebut bahwa untuk realisasi kinerja persentase rumah tangga yang 

menggunakan air minum adalah sebagai berikut: 

 
73.938 KK

80.045 KK
  x 100% = 92,37% 

 

Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum dari target yang 

direncanakan pada tahun 2025 sebesar 92,04 % terealisasi sebesar 92,37% sehingga 

tingkat capaian kinerja sebesar 100,36 %.  

 
d. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi adalah Jumlah RT yang 

memiliki akses sanitasi terhadap jumlah RT Kabupaten, dengan rumus sebagai 

berikut : 
 

Jumah Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi

Jumlah Rumah Tangga Kabupaten 
  x 100% 

 

Jumlah RT yang memiliki akses sanitasi dapat dinilai berdasarkan  Jumlah rumah 

tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yaitu Cubluk 

(septictank) ditambah instalasi pengolahan lumpur tinja ditambah instalasi 

pengolahan air limbah domestik  SPALD-S ditambah pengolahan limbah komunal 

SPALD-T . 

Pada tahun 202 jumlah rumah tangga (KK) yang memiliki akses sanitasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 

domestik melalui cubluk (septictank) sebanyak 44.301 KK. 



Laporan Kinerja Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2025 

26 

 

2. Tidak terdapat rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 

domestik melalui instalasi pengolahan lumpur tinja, karena kebefungsian IPLT 

yang belum maksimal. 

3. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 

domestik melalui instalasi pengolahan air limbah domestik SPALD-S sebanyak 

29.475 KK. 

4. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah 

domestik melalui pengolahan limbah komunal SPALD-T sebanyak 2.725 KK 

Dengan demikian, secara kumulatif jumlah yang memiliki akses sanitasi sampai 

dengan tahun 2025 sebanyak 76.501 terhadap jumlah rumah tangga (KK) Kabupaten 

Bangka sebanyak 80.045 rumah tangga (KK). Realisasi kinerja Persentase rumah 

tangga yang terlayani akses sanitasi adalah sebagai berikut: 

 
76.501 KK

80.045 KK
 x 100% = 95,57% 

 

Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dari target yang 

direncanakan pada tahun 2025 sebesar 95,54% terealisasi sebesar 95,57% sehingga 

tingkat capaian kinerja sebesar 100,03%.  

e. Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) 

Perhitungan capaian ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) 

dirumuskan sebagai berikut:  

 
Jumlah advice planing yang di keluarkan

Jumlah permohon advice planing
  x 100%  

 

Pada Tahun 2025 jumlah advice planning yang dikeluarkan adalah sebanyak 206 

sesuai dengan jumlah permohonan advice planning yaitu sebanyak 266 pemohon. 

Sehingga Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) 

dengan realisasi sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:  

206

206
  x 100% = 100% 

 

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan kontribusi 

dari capaian indikator kinerja program Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang 

(RTRW/RDTR), pada tahun 2025 realisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 100% 

sehingga Capaian kinerja sebesar 100% 

 
f. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

merupakan kontribusi dari capaian indikator kinerja program, yaitu  Nilai Evaluasi 
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AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2025 Nilai Evaluasi 

AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan, yaitu BB (71,91). 

Untuk realisasi niai AKIP DPUPR Tahun 2025 menunggu hasil evaluasi dari Tim 

Evaluasi AKIP Inspektorat Kab. Bangka. Sedangkan Tahun 2024 nilai hasil evaluasi 

AKIP DPUPR adalah sebesar 71,83 dengan kategori tingkat akuntabilitas yaitu BB 

(Sangat Baik). 

 

Adapun Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2025 berdasarkan hasil 

pengukuran kinerja di atas disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

 
Tabel.3.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Bangka  
Tahun 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
 

Target 
 

Realisasi 
 

Capaian 
(%) 

 

1. 
Meningkatnya 
Cakupan Layanan 
Infrastruktur 

Persentase Luas Daerah  
Irigasi dalam Kondisi Baik  

% 90,00  90,18 100,20 

Persentase Jaringan  Jalan 
Dalam Kondisi Baik  

% 51,16  62,76 122,67 

2. 

Meningkatnya 
Cakupan layanan 
Infrastruktur Dasar  
 

Persentase Rumah tangga 
yang Menggunakan Air 
Minum 

% 92,04  92,37 100,36 

Persentase Rumah Tangga 
yang memiliki Akses Sanitasi 

% 95,54 95,57 100,03 

3. 
 

Menigkatnya Kualitas 
Penataan Ruang 
 

Persentase Ketaatan terhadap 
Peraturan Tata Ruang 
(RTRW/RDTR) 
 

% 100,00 100,00 100,00 

4. 
 

 
 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang  

Nilai Evaluasi AKIP Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Predikat/ 
Nilai 

BB 
(71,91) 

BB 
(71,83) 
Capaian 

Tahun 2024 

BB 
(---) 

 

2.  Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

 

Perbandingan capaian kinerja (performance results) antara tahun 2025 dengan 

tahun 2022-2024 dapat disajikan pada Tabel. 3.2 sebagai berikut : 
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Tabel.3.2 
Capaian Kinerja Dengan Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan  

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

No Sasaran Indikator Kinerja Sat 2022 2023 
 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya Cakupan Layanan 
Infrastruktur 

% luas jaringan irigasi dalam kondisi baik % 98,00 96,80 98,78 98,12 99,55 101,46 
% jalan dalam kondisi baik % 78,80 75,61 95,95 78,85 79,26 100,52 

2 Meningkatnya Cakupan Layanan 
Infrastruktur Dasar 

% RT yang terakses air minum % 98,50 91,05 92,44 93,10 91,53 98,31 
% RT yang terlayani akses sanitasi % 99,70 95,40 95,69 96,25 95,47 99,19 

3 Meningkatnya Kualitas Penataan 
Ruang  

Ketaatan terhadap RTRW % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Meningkatnya Akuntabiitas 
Kinerja Birokrasi D 

Nilai evaluasi AKIP % BB BB 
(71,38) 

100,00 BB BB 
(71,61) 

100 

 
No Sasaran Indikator Kinerja Sat 2024 2025 

 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 
1 Meningkatnya Cakupan Layanan 

Infrastruktur 
% luas daerah irigasi dalam kondisi baik % 89,00 89,04 100,04 90,00 90,18 100,20 
% Jaringan  jalan dalam kondisi baik % 63,00 63,94 101,49 51,16 62,76 122,67 

2 Meningkatnya Cakupan Layanan 
Infrastruktur Dasar 

% RT yang menggunakan air minum % 91,80 92,04 100,26 92,04 92,37 100,36 
% RT yang memiliki akses sanitasi % 96,60 95,54 98,90 95,54 95,57 100,03 

3 Meningkatnya Kualitas Penataan 
Ruang  

Ketaatan terhadap RTRW % 100,00 100,00 100,00 100 100 100 

4 Meningkatnya Akuntabiitas Dinas 
PUPR  

Nilai evaluasi AKIP DPUPR % BB 
(79,50) 

BB 
(71,83) 

90,35% 
BB 

(71,91) 
BB 

(…….) 
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 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka 

Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Realisasi 

 

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 apabila dibandingkan dengan jangka menengah 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bangka, disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Capaian Kinerja dengan Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun ini  

dengan Target Jangka Menengah Strategis Rencana 
 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target Jangka Menengah (%) Realisasi Kinerja 

2024 2025 2026 2024 2025 

1 
Meningkatnya Cakupan 
Layanan Infrastruktur  

Persentase Luas Daerah  Irigasi 
dalam Kondisi Baik 

89,00 90,00 91,00 89,04 90,18 

Persentase Jaringan  Jalan 
Dalam Kondisi Baik 

63,00 66,00 69,00 63,94 62,76 

2 
Meningkatnya Cakupan 
Layanan Infrastruktur 
Dasar  

Persentase Rumah tangga yang 
Menggunakan Air Minum 

91,80 92,20 92,60 92,04 92,37 

Persentase Rumah Tangga yang 
memiliki Akses Sanitasi 

96,60 96,90 97,20 95,54 95,57 

3 
Meningkatnya Kualitas 
Penataan Ruang 

Persentase Ketaatan terhadap 
Peraturan Tata Ruang 

(RTRW/RDTR)  

100,00 100,00 100,00 100,00 100 

4 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Nilai Evaluasi AKIP Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

BB 
(79,50) 

BB 
(79,60) 

BB 
(79,70) 

BB 
(71,83) 

BB 
(……..) 

 

Dari tabel perbandingan realisasi dengan target jangka menengah strategis rencana 

tersebut diatas bahwa : 

1.  terdapat dua indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2025 sesuai target Rencana 

Strategis yaitu (1) persentase jaringan jalan dalam kondisi baik dari target Renstra 

sebesar 66,00% dengan realisasi sebesar 62,76% atau tingkat capaian kinerja sebesar 

95,09%. (2) persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dari target Renstra 

sebesar 96,90% dengan realisasi 95,57% atau tingkat capaian kinerja sebesar 98,62% 

2. terdapat satu indikator kinerja dengan penurunan realisasi kinerja dibandingkan dengan 

realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu (1) persentase jaringan jalan dalam kondisi baik 

dari realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 63,94% dibandingkan dengan realisasi kinerja 

tahun 2025 sebesar 62,76% atau penurunan sebesar 1,18%. 

 

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka melalui perencanaan 

program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan infrastruktur 
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pekerjaan umum yang berkualitas. Dalam pencapaian dari 4 sasaran strategi yang 

ditetapkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : 
a. Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik, sudah mencapai target 

dengan target renstra 2024-2026 dan target renja tahun 2025 sebesar 90,00% 

dan terealisasi sebesar 90,18% atau capaian kinerja sebesar 100,20%. 

b. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi baik, dilihat dari target renstra 2024-

2026 dengan target sebesar 66,00% belum tercapai karena terealisasi tahun 

2025 sebesar 62,76% dan mengalami penurunan realisasi dari tahun 2024. 

Namun dilihat dari target perubahan dalam renja perubahan 2025 dan perkin 

perubahan 2025 bahwa indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi 

baik sudah memenuhi target yaitu dengan target perubahan sebesar 

51,16% dan realisasi sebesar 62,76% atau mencapai 122,67%. Tidak 

tercapainya berdasarkan perbandingan dengan target renstra 2024-2026 adalah 

disebabkan oleh : 

1) Berdasarkan Inpres No. 1 Thn 2025 yang mengatur tentang Efisiensi Belanja 

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan 

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka nomor: 

900/1008/BPPKAD/2024 tentang Penyesuaian Pagu Indikatif Perangkat 

Daerah Tahun Anggaran 2025. Bahwa pengurangan terhadap belanja 

infrastruktur bidang Pekerjaan Umum sehingga berdampak pada target 

capaian yang telah direncanakan. 

2) Terkait dengan pengurangan belanja infrastruktur tersebut, pada Renja 

Perubahan, Dinas PUPR Kab. Bangka mengusulkan perubahan terhadap tiga 

target indikator kinerja yaitu (1) persentase jaringan dalam kondisi baik, (2) 

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minun (3)  persentase 

rumah tangga yang memiliki akses sanitasi.  

c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum, sudah mencapai 

target dengan target renstra 2024-2026 sebesar 92,20% dan target renja 

perubahan tahun 2025 sebesar 92,04% dan terealisasi 92,37% atau capaian 

berdasarkan renja perubahan tahun 2025 sebesar 100,36% 

d. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi, dilihat dari target 

renstra 2024-2026 dengan target sebesar 96,90% belum tercapai karena 

terealisasi tahun 2025 sebesar 95,57%. Namun dilihat dari target perubahan 

dalam renja perubahan 2025 dan perkin perubahan 2025 bahwa indikator 

persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sudah memenuhi 
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target yaitu dengan target perubahan sebesar 95,54% dan realisasi 

sebesar 95,57% atau mencapai 100,03%. Tidak tercapainya berdasarkan 

perbandingan dengan target renstra 2024-2026 adalah disebabkan dengan 

permasalah yang sama pada indikator point (b) yaitu Persentase Jaringan Jalan 

dalam kondisi baik. 

e. Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR), sudah 

mencapai target dengan capaian sebesar 100%.  

f. Persentase nilai evaluasi AKIP pada tahun 2024 dengan nilai 71,83, terdapat 

beberapa rekomendasi dari tim evaluasi AKIP yang secara bertahap kami 

laksanakan perbaikan baik dalam dokumen perencanaan serta pengukuran 

kinerja, sehingga diharapkan dokumen dan pengukuran capain kinerja DPUPR 

akan lebih baik.  

 
Dalam mengatasi permasalahan yang berdampak pada capaian kinerja, sehingga 

capaian kinerja yang direncanakan dapat terpenuhi, maka Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pemantapan pemahaman dan implementasi konsep akuntabilitas tiap bidang di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan 

secara berkala. 

c. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan diagendakan minimal pertriwulan, 

namun jika terdapat hambatan atau kendala dalam pekerjaan program/kegiatan 

akan segera dilakukan evaluasi sehingga dapat menindaklanjuti permasalahan 

atau hambatan yang berdampak pada capaian kinerja 

d. Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan 

pengukuran kinerja 

e. Pemberian Reward kepada pegawai dengan catatan kinerja dan disiplin yang 

baik 

f. Sosialisasi berkelanjutan terhadap masyarakat terkait dengan pola hidup yang 

sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang ada. Penggunanaan sanitasi 

yang baik terhadap warga yang melakukan BABS yang masih menggunakan 

saluran air sebagai sarana buang air dengan alasan belum terbiasa dengan kloset.  

Pembinaan dan sosialisasi lingkungan yang sehat dengan harapan harapan 

penyaluran SR akan meningkat 

 
 
 
 



Laporan Kinerja Dinas PUPR Kab. Bangka Tahun 2025 

32 

 

5.  Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pencapaian sasaran dan indikator sasaran kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. 

b. Sumber Daya Manusia 

Secara keseluruhan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang didukung sebanyak 136 pegawai terdiri 51 orang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK), 12 orang CPNS 68 orang tenaga kontrak. Untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan pada bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air serta bidang Cipta Karya 

Jasa Konstruksi, jumlah dan komposisi ini cukup berat beban kerja yang dihadapi 

para pegawai, namun melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif, Dinas 

mampu merealisasikan target sasaran kinerja dengan baik. Untuk meningkatkan 

kinerja Dinas PUPR telah melaksanakan pelatihan Jasa Kontruksi secara berkala. 

 
 

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki khusus peralatan pendukung pelaksanaan 

pekerjaan seperti personal komputer, laptop, printer, peralatan pekerjaan lapangan 

serta keberadaan beberapa alat berat, dan peralatan laboratorium konstruksi yang 

mendapatkan pemeilharaan rutin telah mampu merealisasikan target sasaran 

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik. 

 

6.  Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Serangkaian realisasi program beserta kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025 berpengaruh dalam menunjang 

keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.  

 

a.   Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran 

yang Direncanakan 

Terdapat Kegiatan yang realisasi tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan pada Tahun 2005 yaitu : 

1) kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung dengan tingkat capaian sebesar 82,29%, permasalahannya bahwa 

Terdapat permohonan yang masih dalam proses perbaikan, baik pada dokumen 

verifikasi awal maupu pada dokumen teknis hasil konsultasi dengan TPA/TPT. 
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Sehingga penerbitan SKRD belum terlaksana. Upaya dalam mengatasi 

permasalahan tersebut : 

- Telah dilakukan pelayanan konsultasi teknis dan pendampingan baik dalam 

penginputan maupun penjelasan terkait kesesuaian dokumen yang 

dipersyaratkan. Prosedur, daftar persyaratan dan tata cara pengajuan 

permohonan PBG juga telah dibuat dan disampaikan melalui website 

https://sites.google.com/view/ pbgdinaspuprkabupatenbangka/home 

- Capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utk perizinan PBG telah 

melampaui target 290,21% dari target Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp. 1.741.256.506,00 

2)  kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan tingkat 

capaian sebesar 38,33%, permasalahannya bahwa Peserta yang melakukan 

pendaftaran kurang dari target dikarenakan kualifikasi peserta :  

-   Fresh graduate belum memenuhi persyaratan masa kerja (jenjang 4 hanya 

menerima ijazah maks. D2, sehingga lulusan S1 yang menggunakan ijazah 

SMA harus memiliki pengalaman min. 6 thn) 

-   Calon peserta dgn pengalaman kerja cukup banyak terkendala krn tidak 

memiliki NPWP atau enggan membuat NPWP dikarenakan khawatir 

kesulitasn dalam pelaporan SPT 

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut bahwa Telah dilakukan upaya 

penyebaran informasi pendaftaran melalui website 

https://sites.google.com/view/pelatihanpuprkabbangka kepada OPD terkait 

dan perusahaan konstruksi serta dilakukan penjelasan kerjasama dengan 

Gatensi selaku Lembaga Sertifikasi Profesi dalam menjaring peserta. 

 

b.  Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran 

yang Direncanakan 

Terdapat 5 program dari 8 Program dan terdapat 8 Kegiatan dari 14 kegiatan Tahun 

2025  yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 5 

Program terdiri dari : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

3) Program Penataan Bangunan Gedung 

4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

 

https://sites.google.com/view/
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Sedangkan 8 Kegiatannya adalah : 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

7) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada 

Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

8) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

 

c.  Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang 

Direncanakan. 

Terdapat 3 program dari 8 Program dan 4 Kegiatan dari 14 Kegiatan Tahun 2025 

yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdiri dari program 

yaitu : 

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 

3) Program Penyelenggaraan Jalan 

 

Sedangkan Kegiatannya adalah : 

1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 

Daerah Kabupaten/Kota 

3) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

4) Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota 

 

Capaian kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 

secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 
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Tabel 3.4 
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan 

 Tahun 2025 
 

No. Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan Satuan 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Tingkat 
Capaian 

Permasalahan 
Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A. 
  
  
  
  
  

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota  
  
  
  
  
  

Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai 22,97 22,84 99,43% LHE thn 2024 

Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Nilai 12,23 11,63 95,09% LHE thn 2024 

Persentase temuan pengelolaan keuangan  
Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI 

% 0 0 100 - - 

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai 60,8 81,61 134,234     
Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal 
Perangkat Daerah 

Nilai 3 3,86 128,667     

Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi 
Baik 

% 94,77 94,77 100     

1. 
  

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase  Perencanaan  Kinerja  yang disusun 
Sesuai standar 

% 100,00 100 100 - - 

Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai 
standar 

% 100 100 100 - - 

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah  Dok 6 6 100 - - 

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Lap 24 24 100 - - 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah 
yang sesuai standar 

% 100 100 100 - - 

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 
ASN 

org 72 72 100 - - 

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Dok 1 1 100 - - 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut 
Lengkap 

% 100 100 100 - - 

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket  Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

Paket 1 1 100 - - 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum di 
perangkat daerah 

% 100 100 100 - - 
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No. Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan Satuan 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Tingkat 
Capaian 

Permasalahan 
Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Lap 12 12 100 - - 

4.2 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 

Dok 1 1 100 - - 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di 
Perangkat Daerah   

% 100 100 100 - - 

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lap 12 12 100 - - 
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

Lap 12 12 100 - - 

5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

Lap 12 12 100 - - 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase BMD dalam kondisi baik % 94,77 94,77 100 - - 

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

unit 32 32 100 - - 

6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar 

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan 
Perizinannya 

unit 2 2 100 - - 

6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

unit 53 53 100 - - 

6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

unit 1 1 100 - - 

B 
  

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase  Jaringan Irigasi dalam kondisi yg baik % 65 65 100 - - 
Persentase Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik % 71 73 102,817 - - 

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Infrastruktur Drainase Dalam Kondisi 
Baik 

% 77 81 105,195 - - 

1.1 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing 
Sungai 

Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang 
Dipelihara 

km 3 3 100 - - 

1.2 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi km 1 1 100 - - 
1.3 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang 

Ditingkatkan 
km 0,45 0,687 152,667 - - 

1.4 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang 
Direhabilitasi 

km 0,297 0,329 110,774 - - 
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No. Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan Satuan 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Tingkat 
Capaian 

Permasalahan 
Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Irigasi Primer dan Sekunder dalam 
kondisi baik 

% 65 65 100 - - 

2.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang 
Ditingkatkan 

km 0,65 0,65 100 - - 

2.2 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Lembaga 6 6 100 - - 

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum  

Persentase Rumah tangga yang menggunakan air 
minum 

% 92,04 92,37 100,359 - - 

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik SR SPAM 19.546 34.371 175,847 - - 

1.1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 

Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
yang Dioperasikan dan Dipelihara 

unit 1 1 100 - - 

1.2 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan Perpipaan 

Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 

unit 5 5 100 - - 

D. Program Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki SPAL % 40,2 56,79 141,269 - - 

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sistem Jaringan air limbah domestik dalam 
kondisi baik 

unit spal 
pedesaan 

250 290 116 - - 

1.1 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis 
Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan 
Lumpur Tinja 

RT 20 32 160 - - 

1.2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 
Domestik (SPALD) Setempat 

Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan 
Tangki Septik Sesuai dengan Standar 

RT 25 25 100 - - 
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No. Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan Satuan 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Tingkat 
Capaian 

Permasalahan 
Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

E. Program Penataan Bangunan Gedung  Ketaatan terhadap penataan bangunan gedung % 100 100,00 100 Terdapat 
permohonan yang 

masih dalam proses 
perbaikan, baik pada 
dokumen verifikasi 
awal maupu pada 

dokumen teknis hasil 
konsultasi dengan 

TPA/TPT. Sehingga 
penerbitan SKRD 

berlum terlaksana 

1. Telah dilakukan 
pelayanan konsultasi 

teknis dan 
pendampingan baik 
dalam penginputan 
maupun penjelasan 
terkait kesesuaian 

dokumen yang 
dipersyaratkan. 
Prosedur, daftar 

persyaratan dan tata cara 
pengajuan permohonan 

PBG juga telah dibuat dan 
disampaikan melalui 

website 
https://sites.google.com/
view/pbgdinaspuprkabu

patenbangka/home. 
2. Capaian penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) utk perizinan PBG 
telah melampaui target 
290,21% dari target Rp. 

600.000.000,00 dan 
terealisasi sebesar Rp. 

1.741.256.506,00 

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung 

Persentase Bangunan Gedung yang memiliki 
Perizinan. 

% 100 82,29 82,29 

1.2 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG), Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim 
Profesi Ahli (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), 
Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG 

Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti  
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana 
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), 
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), 
Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui 
SIMBG 

Dok 100 79 79 

F. Program Pengembangan Jasa Konstruksi  Persentase SDM jasa kontruksi yang terlatih % 100 100 100 - - 

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 
Konstruksi 

Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih org 60 23 38,33 - - 
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No. Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan Satuan 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Tingkat 
Capaian 

Permasalahan 
Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.1 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 
Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 
Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 

org 60 23 38,33 Peserta yang 
melakukan 
pendaftaran kurang 
dari target 
dikarenakan 
kualifikasi peserta : 
1.  Fresh graduate 
belum memenuhi 
persyaratan masa 
kerja (jenjang 4 
hanya menerima 
ijazah maks. D2, 
sehingga lulusan S1 
yang menggunakan 
ijazah SMA harus 
memiliki pengalaman 
min. 6 thn) 
2. Calon peserta dgn 
pengalaman kerja 
cukup banyak 
terkendala krn tidak 
memiliki NPWP atau 
enggan membuat 
NPWP dikarenakan 
khawatir kesulitasn 
dalam pelaporan SPT 

Telah dilakukan upaya 
penyebaran informasi 
pendaftaran melalui 
website 
https://sites.google.com/
view/pelatihanpuprkabb
angka kepada OPD 
terkait dan perusahaan 
konstruksi serta 
dilakukan penjelasan 
kerjasama dengan 
Gatensi selaku Lembaga 
Sertifikasi Profesi dalam 
menjaring peserta 

G. Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap % 63,47 79,38 125,07 - - 

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang  jaringan jalan dalam kondisi baik km 375,74 460,96 122,68 - - 

1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 
Pengembangan Jaringan Jalan Serta 
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta 
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan yang Disusun 

Dok 1 1,00 100,00 - - 

1.2 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan 
Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 

Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan 
Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 

km 155,6 237,10 152,38 - - 
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No. Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ SubKegiatan Satuan 
Target 
Kinerja 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja  

Tingkat 
Capaian 

Permasalahan 
Upaya Mengatasi 

Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.3 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun km 3,6 2,81 77,97 1. Anggaran tidak 
tersedia 
2. Waktu yg tidak 
mencukupi dgn 
kondisi lokasi yg 
cukup berat 
3. Tidak merevisi 
target sesuai 
anggaran yang 
tersedia (human 
error)  

Sinkronisasi data rencana 
target dengan paket 
pekerjaan sesui anggaran 
yang tersedia 

1.4 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi km 1,5 6,58 438,47 - - 

1.5 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala km 0,5 0,90 180,8 - - 

1.6 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun jembatan 16 17,00 106,25 - - 

1.7 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya km 0,813 0,92 113,653 - - 

1.8 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin km 150 226,30 150,867 - - 

H. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan 
Penataan Ruang  

% 100 100 100 - - 

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah KKPR dan PKKPR yang dikeluarkan Dok 1 1 100 - - 

1.1 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan 
Ruang 

Jumlah dokumen sinkronisasi program 
pemanfaatan ruang 

Dok 1 1 100 - - 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Pagu anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Bangka tahun 2025 sebesar Rp. 31.546.453.642,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus 

empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua 

rupiah). Realisasi sebesar Rp. 30.463.624.104,25 (tiga puluh milyar empat ratus enam 

puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus empat koma dua puluh lima 

rupiah) atau sebesar 96,57%. Dengan rincian sebagai berikut: 

 

NO. 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
OUTPUT ANGGARAN 

REALISASI 

FISIK 
 KEUANGAN  

 KEU 
(%)  (%) 

A. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai kinerja perencanaan Perangkat 
Daerah 

8.737.371.595,00 
 
 
 
  

100,00 
 
 
 
  

8.143.213.528,00 
 
 
 
  

93,20 
 
 
 
  

Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat 
Daerah 

Persentase temuan pengelolaan 
keuangan  Perangkat Daerah dalam 
LHP BPK-RI 

Indeks Profesionalitas ASN 
Perangkat Daerah 

Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa 
Internal Perangkat Daerah 
Persentase BMD Perangkat Daerah 
dalam Kondisi Baik 

1. Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase  Perencanaan  Kinerja  
yang disusun Sesuai standar                     19.310.000,00      100,00              19.310.000,00   100,00  

Persentase pelaporan kinerja yang 
disusun sesuai standar 

        

1.1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan  
Perangkat Daerah  

                    14.440.000,00      100,00              14.440.000,00   100,00  

1.2 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

                      4.870.000,00      100,00                4.870.000,00   100,00  

2. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Laporan Keuangan 
Perangkat Daerah yang sesuai 
standar 

               6.903.873.061,00      100,00         6.363.935.268,00     92,18  

2.1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

               6.891.663.061,00      100,00         6.351.725.268,00     92,17  

2.2 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

                    12.210.000,00      100,00              12.210.000,00   100,00  

3. Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai yang 
Mengenakan Atribut Lengkap 

                      9.750.000,00      100,00                9.750.000,00   100,00  

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket  Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 

                      9.750.000,00      100,00                9.750.000,00   100,00  

4. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase layanan administrasi 
umum di perangkat daerah 

                  193.972.730,00      100,00            186.139.333,00     95,96  

4.1 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

                  128.972.730,00      100,00            123.273.912,00     95,58  

4.2 Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

                    65.000.000,00      100,00              62.865.421,00     96,72  

5.  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Pemenuhan Layanan 
Jasa Penunjang di Perangkat Daerah   

               1.098.792.004,00      100,00         1.075.511.708,00     97,88  

5.1  Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

                  950.945.710,00      100,00            936.538.159,00     98,48  

5.2  Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

                  105.000.000,00      100,00              99.535.513,00     94,80  

5.3  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

                    42.846.294,00      100,00              39.438.036,00     92,05  

6. Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase BMD dalam kondisi baik                   511.673.800,00      100,00            488.567.219,00     95,48  
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NO. 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
OUTPUT ANGGARAN 

REALISASI 

FISIK  KEUANGAN  
 KEU 
(%)  

6.1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan  

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajaknya 

                  301.495.800,00      100,00            280.584.819,00     93,06  

6.2 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Perizinan Alat Besar 

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara 
dan dibayarkan Perizinannya 

                    66.968.000,00      100,00              66.880.400,00     99,87  

6.3  Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

                    43.210.000,00      100,00              41.710.000,00     96,53  

6.4  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

                  100.000.000,00      100,00              99.392.000,00     99,39  

B. PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR (SDA) 

Persentase  Jaringan Irigasi dalam 
kondisi yg baik 

               3.241.793.317,00      100,00         3.224.823.408,00     99,48  

Persentase Infrastruktur SDA Dalam 
Kondisi Baik 

        

1.  Pengelolaan SDA dan 
Bangunan Pengaman 
Pantai pada Wilayah Sungai 
(WS) dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Infrastruktur Drainase 
Dalam Kondisi Baik 

               1.755.629.427,00      100,00         1.748.049.000,00     99,57  

1.1  Operasi dan Pemeliharaan 
Tanggul dan Tebing Sungai 

Panjang Tanggul dan Tebing Sungai 
yang Dipelihara 

                  100.000.000,00      100,00            100.000.000,00   100,00  

1.2 Normalisasi/Restorasi 
Sungai 

Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ 
Direstorasi 

                  100.000.000,00      100,00              99.550.000,00     99,55  

1.3  Peningkatan Bangunan 
Perkuatan Tebing 

Panjang Bangunan Perkuatan 
Tebing yang Ditingkatkan 

                  950.000.000,00      100,00            945.304.000,00     99,51  

1.4  Rehabilitasi Bangunan 
Perkuatan Tebing 

Panjang Bangunan Perkuatan 
Tebing yang Direhabilitasi 

                  605.629.427,00      100,00            603.195.000,00     99,60  

2.  Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Irigasi 
Primer dan Sekunder pada 
Daerah Irigasi yang 
Luasnya dibawah 1000 Ha 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Irigasi Primer dan 
Sekunder dalam kondisi baik 

               1.486.163.890,00      100,00         1.476.774.408,00     99,37  

2.1  Peningkatan Jaringan 
Irigasi Permukaan 

Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang Ditingkatkan 

               1.391.299.090,00      100,00         1.381.909.800,00     99,33  

2.2  Operasional Kelembagaan 
Pengelola Irigasi 

Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi 
yang beroperasi 

                    94.864.800,00      100,00              94.864.608,00   100,00  

C. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

Persentase Rumah tangga yang 
menggunakan air minum 

               2.460.241.993,00      100,00         2.189.480.701,00     88,99  

1.  Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah SR SPAM kabupaten dalam 
Kondisi Baik 

               2.460.241.993,00      100,00         2.189.480.701,00     88,99  

1.1  Operasi dan Pemeliharaan 
Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jumlah Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) yang Dioperasikan 
dan Dipelihara 

                  515.835.993,00      100,00            285.957.000,00     55,44  

1.2  Optimalisasi Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan Perpipaan 

Jumlah Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 
yang dioptimalisasi 

               1.944.406.000,00      100,00         1.903.523.701,00     97,90  

D. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

Persentase Desa/Kelurahan Yang 
Memiliki SPAL 

                  447.382.140,00      100,00            430.321.618,00     96,19  

1.  Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Sistem Jaringan air limbah 
domestik dalam kondisi baik 

                  447.382.140,00      100,00            430.321.618,00     96,19  

1.1  Penyediaan Jasa 
Penyedotan Lumpur Tinja 

Jumlah Rumah Tangga di Kawasan 
Strategis Kabupaten/Kota yang 
Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur 
Tinja 

                    86.951.090,00      100,00              75.166.644,00     86,45  

1.2  Penyediaan Sub Sistem 
Pengolahan Air Limbah 
Domestik (SPALD) 
Setempat 

Jumlah Rumah Tangga yang 
memiliki Toilet dan Tangki Septik 
Sesuai dengan Standar 

                  360.431.050,00      100,00            355.154.974,00     98,54  
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NO. 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

OUTPUT ANGGARAN 
REALISASI 

FISIK  KEUANGAN  
 KEU 
(%)  

E. PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN GEDUNG 

Ketaatan terhadap penataan 
bangunan gedung 

                    46.630.000,00      100,00              45.096.245,00     96,71  

1.  Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung di 
Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, 
Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan 
Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung 

Persentase Bangunan Gedung yang 
memiliki Perizinan. 

                    46.630.000,00      100,00              45.096.245,00     96,71  

1.1  Penyelenggaraan 
Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG), 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 
Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung 
(SBKBG), Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan 
Gedung (RTB), Tim Profesi 
Ahli (RTB), Tim Penilai 
Teknis (TPT), Penilik, dan 
Pendataan Bangunan 
Gedung melalui SIMBG 

Jumlah Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat 
Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti  
Kepemilikan Bangunan Gedung 
(SBKBG), Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung 
(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 
Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG 

                    46.630.000,00      100,00              45.096.245,00     96,71  

F. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
JALAN 

Persentase jaringan jalan dalam 
kondisi mantap 

             16.476.779.842,00      100,00       16.309.880.392,25     98,99  

1.  Penyelenggaraan Jalan 
Kabupaten/Kota 

Panjang  jaringan jalan dalam 
kondisi baik 

             16.476.779.842,00      100,00       16.309.880.392,25     98,99  

1.1  Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, dan Strategi 
Pengembangan Jaringan 
Jalan Serta Perencanaan 
Teknis Penyelenggaraan 
Jalan dan Jembatan 

Jumlah Dokumen Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Pengembangan Jaringan Jalan serta 
Perencanaan Teknis 
Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan yang Disusun 

                    90.008.841,00      100,00              67.163.223,00     74,62  

1.2  Pengawasan 
Penyelenggaraan Jalan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota dan Desa 

Panjang Jalan Kewenangan 
Kabupaten/Kota dan Desa yang 
Diawasi Penyelenggaraannya 

                    54.770.000,00      100,00              48.475.000,00     88,51  

1.3  Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun                   901.322.424,00      100,00            895.841.000,00     99,39  
1.4  Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi                7.532.053.590,00      100,00         7.465.736.569,20     99,12  

1.5  Pemeliharaan Berkala 
Jalan 

Panjang Jalan yang Dipelihara 
Secara Berkala 

               2.231.390.000,00      100,00         2.209.036.643,05     99,00  

1.6  Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun                3.038.988.000,00      100,00         3.017.607.800,00     99,30  
1.7  Survey Kondisi 

Jalan/Jembatan 
Panjang Jalan/Jembatan yang 
Disurvey Kondisinya 

                  100.690.000,00        66,67            100.023.000,00     99,34  

1.8  Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara 
Secara Rutin 

               2.527.556.987,00      100,00         2.505.997.157,00     99,15  

G. PROGRAM 
PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI 

Persentase SDM jasa kontruksi yang 
terlatih 

                    41.555.000,00      100,00              30.438.129,00     73,25  

1.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Tenaga Terampil 
Konstruksi 

Jumlah tenaga terampil konstruksi 
yang terlatih 

                    41.555.000,00      100,00              30.438.129,00     73,25  

1.1  Pelatihan Tenaga Kerja 
Konstruksi Kualifikasi 
Jabatan Operator, Teknisi 
atau Analis 

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi 
atau Analis yang Dilatih 

                    41.555.000,00      100,00              30.438.129,00     73,25  

H. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Persentase Cakupan Aspek 
Penyelenggaraan Penataan Ruang  

                    94.699.755,00      100,00              90.370.083,00     95,43  

1.  Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah KKPR dan PKKPR yang 
dikeluarkan 

                    94.699.755,00      100,00              90.370.083,00     95,43  

1.1 Pelaksanaan Sinkronisasi 
Program Pemanfaatan 
Ruang 

Jumlah dokumen sinkronisasi 
program pemanfaatan ruang 

                    94.699.755,00      100,00              90.370.083,00     95,43  

TOTAL           31.546.453.642,00    100,00   30.463.624.104,25    96,57  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka pada tahun 2025 disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kinerja tahun anggaran 2025. 

Hasil capaian pelaksanaan rencana kinerja menunjukkan pencapaian yang baik atas 

target kinerja dan sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh 

komitmen pernyataan atau perjanjian kinerja, keterlibatan dan dukungan seluruh 

pegawai dan pihak-pihak kepentingan dan dukungan pembinaan pemerintah daerah 

Kabupaten Bangka.  

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2025 dengan sasaran strategis yaitu 

:  

1.   Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan pencapaian kinerja pada 

indikator persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 100,20% dan 

indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi baik pencapaian kinerja sebesar 

122,67% 

2.   Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan pencapaian kinerja pada 

indikator persentase rumah tangga yang menggunakan air minum sebesar 100,36% 

dan indicator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi sebesar 100,03% 

3.   Meningkatnya kualitas penataan ruang dengan pencapaian kinerja pada indicator 

persentase ketaatan terhadap peraturan tata ruang (RTRW) sebesar 100% 

4.   Meningkatnya akuntabilitas DPUPR dengan indikator nilai evaluasi AKIP untuk tahun 

2025 menunggu hasil dari tim evaluasi AKIP Inspektorat Kab. Bangka. 

 

Realisasi kinerja penyerapan anggaran seluruh program, kegiatan dan subkegiatan 

sebesar Rp. 30.643.624.104,25 dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.546.453.642,00 atau 

sebesar 96,57%. 
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B. RENCANA TINDAK LANJUT 

Untuk mengatasi terjadinya masalah pencapaian kinerja sasaran strategis dan 

indikator kinerja utama, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain: 

1. Melakukan pemukhtahiran data jalan dan jembatan secara berkeseinambungan dan 

valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan 

penyelenggaran jalan secara tepat sasaran dan prioritas; 

2. Melakukan pemukhtahiran data daerah irigasi secara berkeseinambungan dan valid 

serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan 

pengelolaan sumber daya air secara tepat sasaran dan prioritas; 

3. Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses air minum secara 

berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan 

dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara 

merata; 

4. Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses sanitasi secara 

berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan 

dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik 

secara merata; 

5. Melakukan penguatan implementasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas 

Dinas dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

6. Melakukan percepatan pengelolaan dan pengembangan inovasi dalam mendukung 

pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi; 

7. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama kelembagaan dengan 

instansi terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kinerja 

organisasi 

8. Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan pengukuran 

kinerja. 

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan 

secara berkala. 
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